EFISIENSI PELAYANAN PENGURUSAN SURAT KETERANGAN GANTI RUGI (SKGR)  PADA KANTOR CAMAT MANDAU  KABUPATEN BENGKALIS by Wirdathul Aini, Wiwi
 EFISIENSI PELAYANAN PENGURUSAN SURAT 
KETERANGAN GANTI RUGI (SKGR)  
PADA KANTOR CAMAT MANDAU  
KABUPATEN BENGKALIS 
 
SKRIPSI 
 
 
 
OLEH 
 
WIRDATHUL AINI 
NIM: 11575200824 
 
 
 
   
 
 
PROGRAM S1 
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA 
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 
PEKANBARU 
2019 
 EFISIENSI PELAYANAN PENGURUSAN SURAT 
KETERANGAN GANTI RUGI (SKGR)  
PADA KANTOR CAMAT MANDAU  
KABUPATEN BENGKALIS 
 
SKRIPSI 
 
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral  
Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
 
OLEH 
 
WIRDATHUL AINI 
NIM: 11575200824 
 
 
   
 
 
PROGRAM S1 
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA 
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 
PEKANBARU 
2019 
   
 
  i 
ABSTRAK 
 
EFISIENSI PELAYANAN PENGURUSAN SURAT KETERANGAN 
GANTI RUGI (SKGR) PADA KANTOR CAMAT  
MANDAU KABUPATEN BENGKALIS 
 
Oleh: 
 
WIRDATHUL AINI 
 
Pendaftaran Tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan 
perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan 
rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat 
membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Tujuan 
penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan 
pengurusan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dan hambatan dalam 
pengurusan SKGR di Kantor Camat Mandau Kabupaten Bengkalis. Data 
diperoleh melalui wawancara terhadap 6 (enam) orang key informan dan 
pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Data diolah dengan menggunakan 
metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang paling dominan mempengaruhi 
efisiensi pelayanan pengurusan SKGR adalah profesionalisme dan kedisiplinan 
pegawai. Hambatan dalam penelitian pengurusan SKGR adalah pelaksana 
pelayanan tidak disiplin dalam bekerja, kurangnya transparansi dan sosialisasi 
terkait pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, serta tidak lengkapnya 
berkas administrasi dari pemohon iu sendiri. Seharusnya sebagai pelaksana 
kegiatan pelayanan SKGR pegawai mempunyai profesionalisme, disiplin dalam 
bekerja dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang Masalah  
Tanah merupakan salah satu karunia Allah SWT yang diamanatkan 
kepada umat manusia di dunia. Tanah begitu penting bagi kehidupan manusia, 
karena berbagai aktivitas manusia selalu berhubungan dengan tanah. 
Kebutuhan masyarakat akan tanah dari hari ke hari terus meningkat, sejalan 
dengan lajunya pembangunan disegala bidang yang dilaksanakan oleh bangsa 
Indonesia. Sehingga, fungsi tanah juga ikut mengalami perkembangan.  
Dengan demikian, kebutuhan masyarakat akan hak atas tanah semakin  
terus mengalami perkembangan yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan 
manusia itu sendiri. Meningkatnya fungsi tanah bagi kelangsungan hidup 
manusia dan adanya pertambahan penduduk yang pesat serta meningkatnya 
pembangunan di Negara. Maka, pemerintah mengeluarkan peraturan 
pertanahan mengenai perolehan hak atas tanah yaitu Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. 
Dalam Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa:  
”Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang konversi hak-hak 
lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak-hak 
tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau 
pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia 
Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala 
Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap 
cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang 
membebaninya”. 
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Kebijakan pertanahan adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah 
untuk mengatur hubungan antara manusia dengan tanah agar terciptanya 
keamanan dan ketentraman dalam mengelola tanah tersebut. Kebijakan 
pertanahan di Indonesia, sebenarnya sudah lama diterapkan di dalam Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 yang merupakan 
landasan dari pasal 33 ayat (3) UUD 1945.  
Hal ini didukung dengan peraturan yang telah dikeluarkan sehubungan 
dengan pendaftaran tanah, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam peraturan itu 
disebutkan bahwa: 
“Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 
pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, dan teratur, 
meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta pemeliharaan 
data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai 
bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk 
pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang 
sudah ada haknya dan milik atas satuan rumah susun serta hak-hak 
tertentu yang membebaninya. Oleh karena itu, perlu adanya kepastian 
hukum untuk melindungi pihak-pihak yeng berkepentingan dengan 
masalah tanah. Kepastian hukum akan tanah merupakan suatu hal 
yang mutlak yang harus ada demi menjaga keamanan dan kestabilan 
pembangunan serta mewujudkan kepastian hak atas tanah”.  
 
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah. Maka, terciptalah kesatuan hukum dibidang 
hukum agraria di Negara Indonesia. Segala hukum yang berkaitan dengan 
masalah tanah harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 5 Tahun 1960. 
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Menurut Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan 
bahwa:  
“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan 
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut 
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”. 
 
Ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria tersebut, 
merupakan ketentuan yang ditujukan kepada pemerintah untuk 
menyelenggarakan  pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. 
Menurut Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan 
bahwa: “ Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi: 
a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; 
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; 
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat. 
Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat menjamin kepastian 
hukum hak-hak atas tanah masyarakat disetiap wilayah Indonesia dan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendaftaran tanah. Oleh 
karena itu, sebagian besar masyarakat Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten 
Bengkalis menempuh berbagai upaya untuk mendapatkan bukti kepemilikan 
tanah dengan menerbitkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). Surat 
Keterangan Ganti Rugi (SKGR) adalah bukti telah diberikannya ganti rugi 
atas peralihan jual beli bangunan dan pengalihan hak, yaitu atas rumah yang 
didirikan di atas tanah Negara atau tanah garapan. SKGR dibuat oleh pihak-
pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang tanahnya diganti rugi dan pihak 
yang memberikan ganti rugi. Untuk memperoleh SKGR di Kantor Camat 
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Mandau, tentunya masyarakat harus mengikuti proses dan prosedur 
pembuatan SKGR itu sendiri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 
Jangka waktu pengurusan SKGR di Kantor Camat Mandau maksimal 5 hari 
kerja dan tidak dipungut biaya. (camatmandau.bengkaliskab.go.id) 
Berikut ini, syarat-syarat dalam pengurusan SKGR di Kantor Camat 
Mandau Kabupaten Bengkalis: 
1. Mengisi formulir Surat Keterangan Ganti Rugi 
2. Mengisi formulir surat pernyataan tidak bersengketa dari pemilik tanah 
3. Mengisi formulir gambar/sket lokasi tanah 
4. Melampirkan berita acara hasil pengecekan tanah yang dilakukan oleh 
perangkat Kelurahan/Desa, RT, RW setempat dan saksi sempadan 
5. Melampirkan surat keterangan tentang status lahan dari UPTD kehutanan 
dan perkebunan bagi tanah untuk perkebunan 
6. Melampirkan sket lokasi tanah secara keseluruhan bagi tanah kaplingan 
7. Melampirkan fotocopy KTP pembeli dan penjual 
8. Melampirkan fotocopy KTP saksi sempadan 
9. Melampirkan fotocopy KTP saksi keluarga terdekat 
10. Melampirkan surat pernyataan saksi sempadan yang ditandatangani 
pemilik lahan apabila terjadi perubahan saksi sempadan yang diketahui 
oleh RT dan RW setempat 
11. Melampirkan surat dasar kepemilikan tanah 
12. Mengisi formulir Ahli Waris bagi tanah yang didapat dari warisan (3 
format) 
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a) Melampirkan fotocopy KTP asli Ahli Waris 
b) Melampirkan formulir A5 dari Kelurahan/Desa 
Adapun Prosedur Pelayanan SKGR Kantor Camat Mandau Kabupaten 
Bengkalis, antara lain: 
1. Pemohon membawa berkas permohonan pembuatan Surat Keterangan 
Ganti Rugi (SKGR) 
2. Petugas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 
menyerahkan berkas SKGR dari pemohon kepada Kepala Seksi Pelayanan 
Umum. Kemudian, Kepala Seksi Pelayanan Umum memeriksa berkas 
yang diberikan oleh petugas PATEN. Apabila berkas sudah lengkap, maka 
akan diproses lebih lanjut. Apabila berkas yang diserahkan belum lengkap, 
maka berkas dikembalikan lagi kepada pemohon untuk dilengkapi lagi 
3. Berkas yang sudah lengkap kemudian diserahkan ke Jabatan Fungsional 
Umum (JFU) untuk kemudian diproses lebih lanjut melakukan 
pemeriksaan lapangan jika diperlukan dan berkas yang telah selesai 
diproses diserahkan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan 
4. Kepala Seksi Tata Pemerintahan menerima berkas dari JFU dan 
melakukan pemeriksaan ulang. Apabila berkas sudah lengkap, maka akan 
diparaf oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan diserahkan kepada 
Sekretaris Camat. Jika berkas belum lengkap, maka berkas dikembalikan 
lagi ke JFU untuk dilengkapi 
5. Sekretaris Camat memberikan paraf berkas permohonan pembuatan SKGR 
yang sudah diparaf terlebih dahulu oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan. 
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Kemudian, berkas yang telah diparaf oleh Sekretaris Camat diserahkan 
kepada Camat. 
6. Camat menandatangani berkas Permohonan Pembuatan SKGR yang sudah 
diparaf oleh Sekretaris Camat 
7. Berkas SKGR yang telah ditandatangani oleh Camat diserahkan kembali 
kepada JFU untuk diberikan nomor register dan dicap stempel 
8. Berkas yang sudah dinomor register dan dicap stempel, kemudian 
difotocopy dan diarsipkan  1 (satu) rangkap 
9. Berkas asli yang telah selesai, diserahkan ke Petugas PATEN untuk 
diserahkan kembali kepada pemohon 
Berdasarkan Standar Operasional Prosedur, pengurusan SKGR di 
Kantor Camat Mandau tidak dipungut biaya dan jangka waktu kerjanya 
maksimal 5 hari. Tetapi dalam praktek dilapangan, pegawai masih saja ada 
kerjasama intern dengan pegawai lain yang juga berprofesi sebagai calo untuk 
membantu mengurus SKGR masyarakat. Padahal pada Tahun 2016, Camat 
Mandau Djoko Edy Imhar sudah menyampaikan kebijakan baru mengenai 
tidak ada biaya maupun pungutan-pungutan lainnya kepada masyarakat yang 
mengurus SKGR tanah serta pengurusan surat izin lainnya. Jika masyarakat 
meminta bantuan calo atau orang lain dan mengeluhkan mengenai biaya 
pelayanan di Kantor Camat Mandau, itu bukan biaya untuk mengeluarkan 
surat atau izin yang diurus melainkan untuk membayar jasa calo tersebut. 
(GoRiau.com, 24 November 2016) 
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Ketika peneliti melihat langsung dilapangan pada tahun 2018, masih 
banyak masyarakat membayar mahal pada calo atas jasa yang diberikan. 
Tetapi, uang yang diberikan kepada calo juga diterima oleh pegawai yang 
berwenang membuat SKGR. Berdasarkan observasi dan kenyataan yang ada, 
uang yang diberikan calo kepada pegawai tersebut tidak sedikit. Uang yang 
diberikan kurang lebih sejumlah Rp500.000,00- sampai dengan 
Rp1.000.000,00-. Selain itu, masyarakat juga membeli blanko SKGR seharga 
Rp20.000,00- di Kantor Camat Mandau. Berdasarkan dari hasil wawancara 
dengan pegawai Kantor Camat Mandau Bapak Muhammad Faizal, S.Sos 
selaku Kepala Sub Bagian Keuangan. Duri, Kamis (27/6/2019) mengatakan 
bahwa pelayanan SKGR gratis, tidak ada dipungut biaya dan blanko SKGR 
juga gratis karena biaya untuk blanko SKGR sudah dianggarkan. Jika memang 
benar mengurus SKGR tidak dipungut biaya seperti dikatakan oleh Camat, 
pegawai, dan ketetapan pada Standar Operasional Prosedur kepengurusan 
SKGR di Kantor Camat Mandau. Fakta dilapangan membuktikan tidak adanya 
keterbukaan dan transparansi mengenai informasi biaya kepengurusan SKGR 
dari pegawai yang juga ikut menerima uang atas jasa calo yang membantu 
masyarakat.  
Dari tabel di bawah ini, dapat dilihat bahwa jumlah penerbitan Surat 
Keterangan Ganti Rugi tanah (SKGR) di Kantor Camat Mandau dari tahun 
2016-2018 tidaklah tetap dan ada beberapa SKGR yang belum selesai. 
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Tabel 1.1 
Rekap Tahunan Surat Keterangan Ganti  
Rugi (SKGR)  Tahun 2016-2018 
 
 
No 
 
Tahun 
 
Jumlah SKGR 
Masuk Selesai 
 
1 
 
2016 
 
4123 
 
4107 
 
2 
 
2017 
 
3008 
 
3002 
 
3 
 
2018 
 
1425 
 
1423 
Sumber: Kantor Camat Mandau, 2019 
Masyarakat Kecamatan Mandau merasa kesal dan kecewa terkait 
lambatnya penyelesaian surat tanah. Menurut keterangan beberapa warga, 
proses mengurus SKGR terlalu lama dan berbelit-belit. Dalam proses 
kepengurusan surat hak kepemilikan/ganti rugi biasanya dimulai dari RT 
setempat serta berlanjut ke Kelurahan/Desa. Selanjutnya, bila memenuhi unsur 
kebenaran kepemilikan akan berlanjut ketingkat Kecamatan. Selama 
kepengurusan surat sampai tahap Kecamatan telah memakan waktu dan 
melelahkan. Ketika akan berlanjut ke Kecamatan semestinya warga telah 
bernapas lega dengan harapan surat secepatnya selesai serta dimanfaatkan 
dalam bentuk agunan/jaminan. Namun, tidak seperti yang dibayangkan. 
Ditempat terpisah, salah seorang masyarakat saat ditemui mengaku prihatin 
dengan sikap PNS zaman sekarang yang dinilai cuek dan tidak peduli akan 
pelayanan publik yang sebelumnya menjadi tugas pokok serta fungsinya. 
Sudahlah digaji besar oleh Negara, sikapnya juga tidak patut dicontoh. Sudah 
beberapa kali mengurus surat tanah disini, tetapi belum juga selesai karena 
Camatnya tidak ada ditempat. Padahal tanah mau dijual, keluh salah seorang 
warga Sukardi. (Riauterkini.com, 16 Mei 2014) 
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Adanya permasalahan antara pelayanan yang diberikan kepada 
masyarakat dan tidak adanya transparansi dan sosialisasi dari pegawai. Maka, 
masyarakat mengambil jalan pintas untuk mempermudah mengurus keperluan 
mereka yaitu dengan menggunakan jasa orang lain karena dinilai lebih cepat 
dan bagus. Tetapi, pada kenyataannya masyarakatlah yang telah dirugikan 
karena banyak membayar mahal pada calo sedangkan mengurus SKGR sudah 
gratis. 
Berdasarkan uraian-uraian diatas serta fenomena yang terjadi, maka 
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “Efisiensi 
Pelayanan Pengurusan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) pada Kantor 
Camat Mandau Kabupaten Bengkalis”. 
 
1.2 Perumusan Masalah  
Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas. Adapun 
rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah: 
1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pelayanan pengurusan 
Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) pada Kantor Camat Mandau 
Kabupaten Bengkalis ? 
2. Apa saja hambatan dalam pelayanan pengurusan Surat Keterangan Ganti 
Rugi (SKGR) pada Kantor Camat Mandau Kabupaten Bengkalis ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan: 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pelayanan 
pengurusan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) pada Kantor Camat 
Mandau Kabupaten Bengkalis. 
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pengurusan Surat Keterangan Ganti 
Rugi (SKGR) pada Kantor Camat Mandau Kabupaten Bengkalis. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, adalah: 
1. Secara Teoritis 
Penelitian ini dilakukan sebagai bahan masukan bagi aparatur 
pemerintah Kantor Camat Mandau Kabupaten Bengkalis dalam 
memberikan pelayanan Seurat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) kepada 
masyarakat dengan baik serta membandingkan antara teori yang telah 
didapat dari selama duduk dibangku perkuliahan. 
2. Secara Praktis 
 Penelitian ini sebagai sumbangsih bagi perkembangan ilmu-ilmu 
sosial, khususnya perkembangan ilmu pemerintahan. 
3. Bagi Pihak Lain 
 Penelitian ini berguna sebagai bahan perbandingan bagi peneliti 
selanjutnya dalam permasalahan yang sama dimasa yang akan datang. 
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1.5 Sistematika Penulisan 
Penulisan penelitian Efisiensi Pelayanan Pengurusan Surat Keterangan 
Ganti Rugi (SKGR) pada Kantor Camat Mandau Kabupaten Bengkalis. 
Penulis membagi ke dalam enam bab dengan kerangka sebagai berikut: 
BAB I :  PENDAHULUAN 
  Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
batasan penelitian, dan sistematika penelitian. 
BAB II :  LANDASAN TEORI 
  Pada bab ini akan dikemukakan teori-teori yang melandasi 
pembahasan yang diteliti yang sesuai dengan persoalan yang 
dikaji. 
BAB III :  METODE PENELITIAN 
  Pada bab ini akan dibahas tentang lokasi penelitian, waktu 
penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik 
pengumpulan data, teknik analisa data. 
BAB IV :  GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 
  Pada bab ini akan diuraikan secara ringkas mengenai objek 
penelitian meliputi; lokasi penelitian, struktur organisasi, sampel 
dan populasi yang telah ditentukan. 
BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
  Pada bab ini akan dikemukakan hasil dari penelitian yang di 
laksanakan dengan uraian pembahasan yang dilakukan. 
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BAB VI :  PENUTUP 
  Pada bab terakhir ini atau penutup, berupa kesimpulan dan saran. 
Dimana peneliti akan menyampaikan kesimpulan dari hasil 
penelitian beserta saran-saran yang merupakan sumbangan 
pemikiran serta solusi dan masalah-masalah yang dihadapi pada 
Kantor Camat Mandau Kabupaten Bengkalis. 
 
 13 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1 Konsep Pelayanan Publik 
2.1.1 Definisi Pelayanan Publik  
Moenir (2003:16), mengatakan bahwa pelayanan adalah proses 
pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Pelayanan 
adalah pemberian hak dasar kepada warga negara atau masyarakat sesuai 
dengan kebutuhan dan kepentingannya yang diatur oleh peraturan perundang-
undangan. Pelayanan mempunyai makna melayani orang yang dilayani. Jika 
melayani, maka sejatinya adalah memberikan pelayanan atau pengabdian 
secara profesional. Jadi, pelayanan berarti melayani dengan sungguh-sungguh 
kepada orang yang dilayani untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya 
dalam rangka memberikan kepuasan dan kemanfaatan.  Sementara itu, dalam 
konteks pelayanan publik adalah melayani kebutuhan yang berkaitan dengan 
kepentingan publik. Pelayanan publik menjadi suatu sistem yang dibangun 
dalam pemerintahan untuk memenuhi unsur kepentingan rakyat. 
Menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003, pelayanan 
publik adalah kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara 
pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan 
maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Pelayanan publik menurut Sinambela (2005:5), adalah sebagai setiap 
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang 
memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau 
kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada 
suatu produk secara fisik.  
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Kurniawan (2005:6), mengatakan bahwa pelayanan publik adalah 
pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang 
mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan 
tata cara yang telah ditetapkan.  
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) 
tentang pelayanan publik memberikan definisi pelayanan publik adalah 
kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan 
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan 
oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Amanat Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 menjadi acuan bagi penyelenggaraan negara untuk memberikan 
pelayanan secara optimal dan maksimal.  
Jadi, dari pengertian Pelayanan Publik di atas dapat disimpulkan 
bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pegawai pemerintah 
bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada 
masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat 
berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah karena 
masyarakat telah memberikan dananya dalam bentuk pembayaran pajak, 
retribusi, dan berbagai pungutan lainnya. 
2.1.2 Asas Pelayanan Publik  
Dalam memberikan pelayanan publik, instansi penyedia pelayanan 
publik harus memperhatikan asas-asas pelayanan publik. Menurut Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 4, penyelenggaraan pelayanan publik 
berasaskan:  
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a. Kepentingan Umum 
b. Kepastian Hukum 
c. Kesamaan Hak  
d. Keseimbangan Hak dan Kewajiban 
e. Keprofesionalan 
f. Partisipatif 
g. Persamaan Perlakuan/Tidak Diskriminatif 
h. Keterbukaan 
i. Akuntabilitas 
j. Fasilitas dan Perlakuan Khusus bagi Kelompok Rentan 
k. Ketepatan Waktu, dan  
l. Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan  
2.1.3 Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik  
Sesuai dengan Pedoman Tatalaksana pelayanan publik yang ditetapkan 
dengan Keputusan MENPAN Nomor 81 Tahun 1993, maka sendi-sendi atau 
prinsip-prinsipnya sebagai berikut: 
a. Kesederhanaan  
Kesederhanaan mengandung arti bahwa prosedur/tata cara 
pelayanan diselenggarakan secara mudah dilaksanakan oleh masyarakat 
yang meminta pelayanan 
b. Kejelasan dan Kepastian  
Kejelasan dan Kepastian mengandung arti adanya kejelasan dan 
kepastian mengenai prosedur tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan 
(baik persyaratan teknis maupun persyaratan administrative), unit kerja 
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dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam 
memberikan pelayanan, rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara 
pembayaran, serta waktu penyelesaian.  
c. Keamanan 
Keamanan mengandung arti proses serta hasil pelayanan dapat 
memberikan keamanan, kenyamanan dan dapat memberikan kepastian 
hukum bagi masyarakat.  
d. Keterbukaan  
Keterbukaan mengandung arti bahwa prosedur/tata cara, 
persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggungjawab pemberi pelayanan,  
waktu penyelesaian, rincian biaya/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan 
dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah 
diketahui dan dipahami oleh masyarakat,  baik diminta maupun tidak 
diminta.  
e. Efisien 
Efisien mengandung arti: 
1. Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan 
langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap 
memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk 
pelayanan yang diberikan.  
2. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal 
proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan memasyarakatkan 
adanya kelengkapan persyaratan dan satuan kerja/instansi pemerintan 
lain yang terkait.  
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f. Ekonomis  
Ekonomis mengandung arti pengenaan biaya dalam 
penyelenggaraan pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan 
memperhatikan: 
1. Nilai barang dan atau jasa pelayanan masyarakat dan tidak menuntut 
biaya yang terlalu tinggi diluar kewajaran.  
2. Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar.  
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
g. Keadilan yang Merata  
Keadilan yang Merata mengandung arti cakupan/jangkauan 
pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata 
dan diberlakukan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat.  
h. Ketepatan Waktu  
Ketepatan Waktu mengandung arti pelaksana pelayanan umum 
dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.  
2.1.4 Standar Pelayanan Publik 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Pasal 21, 
komponen standar pelayanan publik:  
a. Dasar Hukum 
b. Persyaratan  
c. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 
d. Jangka Waktu Penyelesaian 
e. Biaya/tarif 
f. Produk Pelayanan  
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g. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas 
h. Kompetensi Pelaksana 
i. Pengawasan Internal 
j. Penanganan Pengaduan, Saran,  dan Masukan  
k. Jumlah Pelaksana 
l. Jaminan Pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan 
sesuai dengan standar pelayanan 
m. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan dalam Bentuk Komitmen 
untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas dan Bahaya,  dan Resiko 
Keraguan-raguan, dan  
n. Evaluasi Kinerja Pelaksana 
Adapun Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyebutkan 
bahwa tujuan pelayanan publik,  antara lain: 
a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, 
tanggungjawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait 
dengan penyelenggraan pelayanan publik;  
b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai 
dengan asas-asas umum pemerintah dan korporasi yang;  
c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; dan 
d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam 
penyelenggaraan pelayana publik. 
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2.2 Konsep Efisiensi  
2.2.1 Definisi Efisiensi  
Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, efisiensi diartikan 
sebagai hubungan antara masukan (input) dan keluaran (output). Efisiensi 
merupakan ukuran dalam penggunaan barang dan jasa oleh organisasi 
perangkat pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi dan mencapai 
manfaat tertentu. Input merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar 
pelaksana kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Sedangkan, 
output adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu 
kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.  
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efisiensi dapat 
diartikan sebagai ketepatan cara dalam melakukan sesuatu, dan kemampuan 
melaksanakan tugas dengan baik dan tepat tanpa membuang biaya, waktu, dan 
tenaga.  
Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana 
pengguna masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan 
lain penggunaan yang sebenarnya. (Mulyamah, 2002:3) 
Sedangkan, menurut Raharjo (2011:169) efisiensi merupakan suatu 
kondisi atau keadaan dimana penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan 
dengan benar dan dengan penuh kemampuan yang dimiliki. Secara matematis, 
efisiensi merupakan perbandingan antara output dan input atau dengan istilah 
lain output per unit input. 
Gie (2002: 171-172), mengutarakan bahwa efisiensi adalah suatu asas 
dasar tentang perbandingan terbaik antara suatu usaha dengan hasilnya. 
Perbandingan ini dapat dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu: 
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1) Segi Usaha 
Sesuai kegiatan dapat dikatakan efisien kalau suatu hasil tertentu 
tercapai dengan usaha yang sekecil-kecilnya. Pengertian usaha dapat 
dikembalikan pada 5 unsur yang dapat juga disebut sumber-sumber kerja, 
yakni: 
a. Pikiran 
b. Tenaga 
c. Waktu 
d. Ruang, dan 
e. Benda (Termasuk Uang) 
2) Segi Hasil 
Suatu kegiatan dapat disebut efisien kalau dengan suatu usaha 
tertentu memberikan hasil yang sebanyak-banyaknya, baik yang mengenai 
mutunya ataupun jumlah satuan hasil itu.  
Dari pengertian Efisiensi di atas dapat disimpulkan bahwa, efisiensi 
merupakan hubungan antara masukan (input) yang berupa penggunaan sumber 
daya dan keluaran (output) yang banyak. Menurut Sedarmayanti (2001:118), 
sumber utama efisiensi kerja adalah manusia, karena dengan akal, pikiran dan 
pengetahuan yang ada. Manusia mampu menciptakan cara kerja yang efisien. 
Unsur efisien yang melekat pada manusia, adalah:  
a. Kesadaran  
Kesadaran manusia akan sesuatu merupakan modal utama bagi 
keberhasilannya. Dalam hal ini, efisiensi kesadaran akan arti dan makna 
efisiensi sangat membantu usaha-usaha kearah efisiensi. Efisiensi 
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sesungguhnya berkaitan erat dengan soal tingkah laku dan sikap hidup 
seseorang.  Artinya, bahwa tingkah laku dan sikap hidup seseorang dapat 
mengarah keperbuatan yang efisiensi atau sebaliknya. 
b. Keahlian 
Unsur keahlian dalam efisiensi, melekat juga pada manusia. 
Keahlian manusia akan sesuatu perlu ditunjang dengan adanya peralatan, 
supaya efisiensi yang dicapai dapat lebih tinggi daripada tanpa 
menggunakan alat. Sebab, keahlian tanpa disertai dengan adanya fasilitas, 
tidak mungkin dapat diterapkan guna menghasilkan sesuatu yang terbaik 
dan selancar seperti kalau disertai dengan fasilitas. 
c. Disiplin 
Kedua unsur termasuk belum akan menjamin hasil kerja yang baik, 
kalau tidak disertai dengan unsur disiplin. Oleh karena itu, dalam efisiensi 
termasuk faktor waktu. Sedangkan, disiplin adalah satu unsur penting 
dalam efisiensi. Unsur disiplin sesungguhnya berkaitan erat dengan unsur 
kesadaran. Sebab, disiplin ini timbul  juga karena kesadaran. 
Adapun prinsip-prinsip atau persyaratan efisiensi yang haruslah 
terpenuhi untuk menentukan suatu usaha yang dijalankan termasuk efisien 
atau tidak, prinsip-prinsip tersebut adalah: 
1. Efisiensi harus dapat diukur  
Standar untuk menetapkan batas antara efisien dan tidak efisien 
adalah ukuran normal, batas ukuran normal untuk pengorbanan (input) 
adalah pengorbanan maksimum. Sedangkan, batas ukuran normal untuk 
hasil (output)  adalah hasil minimum. Jika dapat diukur, maka tidak dapat 
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diketahui apakah suatu kegiatan atau cara kerja yang dilakukan efisien 
atau tidak.  
2. Efisiensi mengacu pada pertimbangan yang rasional 
Pertimbangan yang dilakukan haruslah berdasarkan akal sehat, 
masuk akal, logis dan bukan emosional, dengan pertimbangan yang 
rasional objektivitas pengukuran dan penilaian akan lebih tajam.  
3. Efisiensi tidak boleh mengorbankan kualitas dan mutu 
Kuantitas boleh saja ditingkatkan, tetapi jangan sampai 
mengorbankan kualitasnya. Jangan hanya mengejar kuantitas, tetapi 
dengan mengorbankan kualitas. 
4. Efisiensi merupakan teknis pelaksanaan  
Pelaksanaan teknis dan operasional harus dapat diusahakan 
seefisien mungkin agar tidak terjadi pemborosan.  
5. Pelaksanaan efisiensi harus disesuaikan dengan kemampuan usaha yang 
bersangkutan 
Syamsi (2004:2), Penerapan efisiensi disesuaikan dengan 
kemampuan sumber daya, dana, fasilitas dan lainnya yang dimiliki suatu 
usaha yang bersangkutan serta diusahakan peningkatannya. Setiap usaha 
tidak selalu mempunyai kemampuan yang sama dan pengukuran efisiensi 
hendaknya didasarkan pada kemampuan yang dimiliki baik mengenai 
sumber daya, dana maupun fasilitas.  
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2.2.2 Kriteria Efisiensi  
Menurut Kumorotomo (dalam Pasolong, 2014:180), Efisiensi 
menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik 
mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan 
yang berasal dari rasionalitas ekonomis. Apabila diterapkan secara objektif, 
kriteria seperti Likuiditas, Solvabilitas, Rentabilitas merupakan kriteria 
efisiensi yang sangat relevan.  
Adapun yang dimaksud dari kriteria efisiensi, sebagai berikut: 
a. Likuiditas 
Rasio Likuiditas digunakan untuk menggambarkan seberapa 
likuidnya suatu perusahaan serta kemampuan perusahaan untuk 
menyelesaikan kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva 
lancar. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 
untuk membayar kewajiban yang segera jatuh tempo. 
b. Solvabilitas 
Rasio Solvabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan 
perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan 
dilikuidasi. 
c. Rentabilitas 
Rentabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 
kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau keuntungan, 
profitabilitas suatu perusahaan mewujudkan perbandingan antara laba 
dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Devita 
Cempaka Putri, dkk (2007:485-486) 
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2.2.3 Indikator Efisiensi  
Menurut Mahsun (2006:181-182), Pengukuran efisiensi dilakukan 
dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap 
input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat 
dikatakan efisiensi, apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai 
dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.  
Indikator menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh 
suatu organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administrasi)  dan keluaran yang 
dihasilkan indikator tersebut memberikan informasi tentang konversi masukan 
menjadi keluaran. Halim dan Kusufi,  (2014:130)  
Efisiensi memiliki arti sebagai ketepatan cara atau usaha kerja dalam 
menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu dan biaya serta 
kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat. Efisiensi sering 
diartikan dengan biaya sekecil-kecilnya diharapkan dapat menghasilkan 
sesuatu yang sebesar-besarnya. Tingkat efisien diukur dengan menggunakan 
indikator yang dihitung dari rasio antara nilai tambah dengan nilai output. 
Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi tingkat efisiensinya karena 
semakin rendah biaya output yang diperlukan untuk menghasilkan suatu unit 
output.  
Komponen pengukur efisiensi terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: 
1. Efisiensi Teknis, untuk mengukur tingkat penggunaan dari sarana ekonomi 
atau sejumlah input untuk menghasilkan sejumlah output tertentu.  
2. Efisiensi Alokatif, untuk mengukur sejauh mana kombinasi optimal dari 
ragam input yang digunakan dalam proses produksi pada tingkat harga 
relatif.  
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Efisiensi yang dapat diukur terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu: 
1) Efisiensi Absolute, merupakan efisiensi yang diperoleh Decision Making 
Unit (DMU) apapun jika hanya input dan outputnya dapat diperbaiki tanpa 
merusak atau membandingkan dengan input dan outputnya.  
2) Efisiensi Relative, merupakan efisiensi suatu Decision Making Unit 
(DMU) yang diharapkan dapat mencapai 100% dengan dasar fakta-fakta 
dibandingkan dengan Decision Making Unit (DMU) lainnya. Untuk 
mencapai efisiensi perlu diketahui faktor yang menimbulkan inefisiensi 
dan langkah yang diambil untuk mengatasinya ada 3 (tiga) macam 
inefisiensi yang dalam prakteknya saling terkait namun secara 
konsepsional bisa dibedakan satu sama lain, yaitu: 
a. Inefisiensi pada masyarakat itu sendiri.  
b. Inefisiensi yang timbul karena alokasi yang salah dan sumber daya 
yang tersedia.  
c. Inefisiensi yang melekat pada masing-masing pelaku ekonomi. 
Qomarudin (2011:76)  
Jadi, dapat disimpulkan bahwa ukuran efisiensi mengukur seberapa 
baik organisasi mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk 
menghasilkan output.   
2.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efisiensi 
Gie (1992:15), upaya untuk mewujudkan efisiensi kerja tidak lepas 
dari beberapa faktor yang berpengaruh terhadapnya. Faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi efisiensi kerja itu dapat dikategorikan menjadi 8 (delapan) 
jenisnya, yaitu: 
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a. Suasana kerja 
b. Lingkungan tempat bekerja 
c. Corak hasil produksi 
d. Proses atau prosedur  
e. Perlengkapan dan fasilitas 
f. Alat-alat perkakas 
g. Tata ruang tempat kerja 
h. Gerak gerik tangan dan tubuh  
Sedarmayanti (2001:124), faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi 
kerja, yaitu: 
a. Lingkungan kerja 
b. Suasana kerja 
c. Struktur organisasi 
d. Prosedur dan Tata kerja  
e. Prosesur design corak hasil produksi 
f. Kecakapakan para bekerja 
g. Keinginan bekerja 
Menurut Gani (2009:20), faktor yang mempengaruhi efisiensi: 
a. Profesionalisme diukur dari pendidikan, pelatihan teknis, masa kerja 
(pengalaman), dan tersedianya peralatan kerja untuk mempercepat 
pelayanan. 
b. Disiplin diukur dari waktu jam kerja, ketaatan terhadap aturan, jadwal 
pekerjaan, dan melaksanakan pekerjaan. 
 27 
c. Motivasi Kerja diukur dari kesejahteraan, penghargaan, lingkungan kerja, 
dan ruangan kerja. 
 
2.3 Kualitas Pelayanan Publik 
Menurut Tjiptono (2005:54), kualitas pelayanan adalah keunggulan 
yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk 
memenuhi keinginan pelanggan. 
Kualitas pelayanan menurut Ratminto dan Atik (2013) adalah tolak 
ukur keberhasilan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima 
pelayanan. Sedangkan, tingkat kepuasan penerima pelayanan ini akan dapat 
diperoleh apabila seorang penerima layanan tersebut mendapatkan jenis 
pelayanan sesuai dengan yang mereka harapkan dan butuhkan. 
Definisi dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas 
pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam rangka memberikan 
pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang dapat menilai 
kualitas pelayanan yang diberikan suatu instansi kepada masyarakat dan 
masyarakat dapat merasakan langsung bagaimana pelayanan yang diberikan. 
Widodo (2001:274), agar kualitas pelayanan yang diharapkan dapat 
dicapai. Maka, penilaian kualitas pelayanan didasarkan pada 5 (lima) dimensi 
kualitas, yaitu: 
a. Tangibles (berwujud), kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, 
komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi 
b. Reliability (kehandalan), kemampuan dan keandalan untuk menyediakan 
pelayanan yang terpercaya 
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c. Responsiveness (daya tanggap/respon), kesanggupan untuk membantu dan 
menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap 
keinginan konsumen. 
d. Assurance (jaminan), kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya 
yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan. 
e. Empathy (Empati), mencakup kemudahan dalam melakukan hubungan 
komunikasi dan memahami kebutuhan pelanggan. 
Sinambela dkk (2006:6), mengatakan bahwa kualitas pelayanan prima 
tercermin dari: 
1. Transparansi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat 
diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara 
memadai serta mudah dimengerti, 
2. Akuntabilitas, yaitu pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan, 
3. Kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan 
pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip 
efisiensi dan efektivitas, 
4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat 
dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat, 
5. Kesamaan Hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi yang 
dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status 
sosial, dan 
6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban, yaitu pelayanan yang 
mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima 
pelayanan publik. 
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Berkaitan dengan organisasi pelayanan publik, suatu fenomena umum 
bahwa permasalahan pelayanan yang sering terjadi kebanyakan berkaitan 
dengan aparat/petugas pelayanan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan 
antara tuntutan masyarakat terhadap pelayanan.  
 
2.4 Pengertian Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) 
Pasal 1 Butir 7 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 
Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk 
kepentingan umum merumuskan bahwa yang dimaksud dengan ganti rugi atau 
ganti kerugian adalah penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tanaman, 
dan/ atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan 
atau penyerahan hak atas tanah. 
 
2.5 Pelayanan Publik Menurut Pandangan Islam  
Dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa bagi seseorang yang memimpin 
suatu organisasi untuk kepentingan orang banyak, hendaknya dia berbuat baik 
dan adil dalam memberikan pelayanan, karena setiap pemimpin nanti akan di 
minta pertanggungjawabannya di akhirat. 
Pelayanan Publik dalam tinjauan menurut Islam, sebagaimana firman 
Allah SWT dalam Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat 58 yang berbunyi: 
                          
                          
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 
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dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar 
lagi Maha melihat”. 
 
Apabila dikaitkan dengan fenomena pelayanan publik yang terjadi saat 
ini, maka ayat tersebut dapat bermakna bahwa pejabat pegawai pemerintah 
hendaknya melayani dan memperlakukan seseorang dengan baik, 
sebagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri. Para pejabat publik perlu 
memahami bahwa dalam pemerintahan khususnya pelayanan yang perlu 
diperhatikan secara serius adalah perilaku pegawai sebagai pelayan 
masyarakat, dimana perilaku baik atau tidaknya kualitas pelayanan publik 
dapat dipengaruhi oleh perilaku pelayan publik itu sendiri. Beberapa bentuk 
perilaku yang sering terjadi dikalangan administrasi publik diantaranya adalah 
perilaku seperti mempersulit, superior, maupun pengabaian yang kesemuanya 
adalah termasuk perilaku yang menyimpang dari prosedur yang telah 
ditetapkan dalam pelayanan publik. 
Oleh karena itu, pegawai sebagai ujung tombak pelayanan publik perlu 
memahami hakekat dari tugas yang diembannya dan dalam melaksanakan 
tugas keseharian perlu menjadikan sifat Rasulullah merupakan syariat Islam, 
karena sesungguhnya akhlak  beliau telah mencerminkan Al-Qur’an dan 
Hadits. Rasulullah memiliki empat sifat yang dapat dijadikan sebagai teladan 
oleh para birokrat, keempat sifat itu antara lain: 
a. Siddiq, yang artinya benar.  
b. Amanah, yang artinya dapat dipercaya.  
c. Tabligh, artinya menyampaikan. 
d. Fathonah, yang artinya cerdas.  
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Dengan demikian, empat sifat beliau yang patut dijadikan suri tauladan 
bagi siapa saja yang mengemban tugas sebagai pelayan atau pejabat publik. 
Apabila para pegawai dapat meneladani akhlak Rasulullah di atas tentunya 
akan dapat terwujud pelayanan publik yang berkualitas seperti apa yang 
diharapkan. 
 
2.6 Penelitian Terdahulu 
Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ridho (2012) dengan judul 
“Analisis Pelayanan Publik pada Kantor Camat Bangkinang Seberang 
Kabupaten Kampar”. Hasil penelitiannya, kurangnya transparansi pelayanan, 
kemampuan pegawai yang tidak memadai untuk tugas yang dibebankan 
kepadanya, kurang adanya kesadaran pegawai terhadap tugas. 
Penelitian yang dilakukan oleh Eva Juniyanti (2017) dengan judul 
“Kedudukan Hukum Atas Surat Keterangan Ganti Rugi Sebagai Alas Hak 
Kepemillikan Tanah yang Dikeluarkan Kantor Camat Duri”. Hasil 
penelitiannya, Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dapat dilakukan dengan 
jual beli yang mana melalui kantor Camat dengan dikeluarkannya SKGR yang 
baru kepada pihak pembeli yang baru. SKGR juga sebagai dasar  awal untuk 
mendapatkan sertifikat hak milik tanah, dan juga sebagai bukti kepemilikan 
sebidang tanah yang telah diakui oleh hukum, dan sudah dicatat dibuku 
Pertanahan Nasional. 
Penelitian yang dilakukan oleh Ratnah Dillah (2017) dengan judul 
“Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Pembuatan Sertifikat 
Tanah”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan 
administrasi pembuatan sertifikat tanah pada kantor Badan Pertanahan 
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Nasional Kabupaten Wajo masih belum terlaksana secara optimal. Hal ini 
dapat dilihat dari kejelasan informasi mengenai mengenai kelengkapan berkas 
pemohon dan ketepatan waktu yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh 
pengurus pendaftaran tanah. 
Penelitian yang dilakukan oleh Anisha Mahmud (2017) dengan judul 
“Kualitas Pelayanan Pendaftaran Tanah (Pengakuan Hak) Kementerian 
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang”. Hasil 
penelitiannya, kualitas pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang 
dinilai kurang optimal, petugas loket kurang teliti dalam menerima dan 
memeriksa berkas yang masuk saat diloket, kurangnya pengawas kepada 
petugas ukur, proses penyelesaian yang tidak sesuai dengan standar 
operasional prosedur yang telah ditetapkan, kurangnya informasi tertulis 
mengenai biaya yang harus dikeluarkan pemohon untuk biaya pembuatan 
sertifikat tanah sampai dengan selesai proses pembuatan, nomor antrian 
manual dan lahan parkir yang kurang memadai. 
Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal (2017) dengan judul 
“Kewenangan Kantor Pertanahan dalam Pendaftaran Tanah di Kabupaten 
Pringsewu”. Hasil penelitiannya, kewenangan kantor pertanahan pendaftaran 
tanah di kabupaten pringsewu sebagai pihak pelaksana pendaftaran tanah 
secara sistemik maupun sporadik, pelaksana pemeliharaan data pendaftaran 
tanah, sebagai pembina terhadap pembantu pelaksana pendaftaran tanah 
(PPAT, panitia ajudikasi, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, pejabat kantor 
lelang). Faktor penghambat pelaksanaan kewenangan kantor pertanahan dalam 
pendaftaran tanah di Kabupaten Pringsewu, kesalahan informasi dari pihak 
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pemohon, sanggahan pihak lain saat proses pendaftaran tanah (ajudikasi) 
berlangsung, pemohon menggunakan jasa calo.  
 
2.7 Definisi Konsep 
Definisi Konsep adalah suatu generalisasi dan pemahaman terhadap 
suatu masalah yang akan diteliti. Tujuannya adalah untuk mempermudah 
pemahaman dan menghindari interpretasi ganda dari variabel yang akan 
diteliti, sehingga tidak menimbulkan kekaburan dan kesalahan dalam 
menginterprestasikan masalah. 
Adapun konsep-konsep yang digunakan penulis dalam penelitian: 
1. Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan pemerintah terhadap 
masyarakat sesuai dengan apa yang masyarakat harapkan dengan biayanya 
relatif harus lebih rendah, waktu untuk mengerjakan relatif cepat, mutu 
yang diberikan relatif bagus. 
2. Efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya 
sumber daya atau biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang 
dijalankan. Efisiensi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu efisiensi 
biaya dan waktu pelayanan pengurusan SKGR. 
3. Kualitas Pelayanan Publik adalah tolak ukur keberhasilan pelayanan 
ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. 
 
2.8 Konsep Operasional  
Konsep operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel diukur 
dan berfungsi untuk menciptakan kesatuan bahas, makna serta persepsi dan 
pengertian dalam mengelola dan menganalisa data. Untuk melihat gambaran 
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yang jelas tentang variabel, indikator, dan sub indikator dari konsep 
operasional dapat dilihat dari tabel berikut: 
 
Tabel 2.1 
Konsep Operasional 
 
Variabel Indikator Sub Indikator 
 
Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi Efisiensi 
Pelayanan Surat 
Keterangan Ganti Rugi 
(SKGR) 
 
1. Profesionalisme 
 
 
 
 
a. Pendidikan  
b. Pelatihan Teknis 
c. Pengalaman Kerja 
d. Peralatan Kerja 
 
2. Disiplin 
 
 
a. Waktu Jam Kerja 
b. Jadwal Perkerjaan 
c. Ketaatan terhadap Aturan 
d. Melaksanakan Pekerjaan 
 
 
3. Motivasi Kerja 
 
a. Kesejahteraan  
b. Penghargaan 
c. Lingkungan Kerja 
d. Ruangan Kerja 
Sumber: Achmad Gani, Jurnal Aplikasi Manajemen (2009) 
2.9 Kerangka Pemikiran 
Kerangka berpikir ini menjelaskan tentang darimana dan bagaimana 
alur penelitian ini dimulai. Alur penelitian ini dimulai dari adanya kebijakan 
pemerintah mengenai pendaftaran tanah untuk seluruh warga Negara 
Indonesia melalui penerbitan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR), sebagai 
salah satu bentuk pelayanan publik. Maka, masyarakat menginginkan 
pelayanan yang layak sesuai asas-asas umum pemerintahan. Kerangka 
pemikiran pada penelitian ini, dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 2.1 
Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Efisiensi Pelayanan Pengurusan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) pada Kantor 
Camat Mandau Kabupaten Bengkalis 
 
Profesionalisme 
 
Disiplin 
 
Motivasi Kerja 
1. Pendidikan 
2. Pelatihan Teknis 
3. Pengalaman Kerja  
4. Peralatan Kerja 
 
1. Waktu Jam Kerja 
2. Jadwal Pekerjaan 
3. Ketaatan terhadap Aturan 
4. Melaksanakan Pekerjaan 
 
1. Kesejahteraan 
2. Penghargaan 
3. Lingkungan Kerja 
4. Ruangan Kerja 
 
Efisien/Tidak Efisien 
 36 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Mandau Kabupaten 
Bengkalis. Adapun waktu penelitian yang dibutuhkan untuk menyempurnakan 
penelitian ini dari januari 2019 sampai dengan selesai. 
 
3.2 Jenis dan Sumber Data 
3.2.1 Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif 
kualitatif yang mana melakukan penelitian langsung di Kantor Camat Mandau 
Kabupaten Bengkalis guna mendapatkan gambaran-gambaran terperinci 
berdasarkan kenyataan dilapangan dan hasilnya akan disajikan ke dalam 
bentuk tabel dan dilengkapi dengan uraian-uraian serta keterangan yang 
mendukung untuk dapat diambil kesimpulan. 
3.2.2 Sumber Data 
a. Data Primer adalah data pokok atau data yang diperoleh langsung dari 
informan, dan observasi langsung dilapangan serta data tentang pelayanan 
pengurusan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) di Kantor Camat 
Mandau. 
b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh sebagai data pendukung dalam 
penelitian ini, data ini diperoleh dari observasi riset dan hasil dokumentasi.  
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3.3 Metode Pengumpulan Data 
3.3.1 Observasi 
Metode ini digunakan untuk memperoleh data dengan melakukan 
pengamatan aktivitas pelayanan kepengurusan Surat Keterangan Ganti Rugi 
(SKGR) di Kantor Camat Mandau Kabupaten Bengkalis. 
3.3.2 Wawancara 
Wawancara (interview) adalah tanya jawab atau pertemuan dengan 
seseorang untuk suatu pembicaraan. Metode wawancara berarti proses 
memperoleh fakta atau data dengan melakukan komunikasi langsung (tanya 
jawab secara lisan) dengan responden. Dalam wawancara ini, ada dua belah 
pihak yang berinteraksi yaitu yang bertanya disebut dengan interviewer 
(pewawancara) dan interviewee (yang diwawancarai atau dalam penelitian 
disebut dengan responden). Penelitian, baik secara temu wicara atau 
menggunakan teknologi komunikasi. (Supardi, 2005:121) 
Peneliti menggunakan metode wawancara kepada informan yang dapat 
membantu peneliti. Informan penelitian merupakan salah satu anggota 
kelompok partisipan yang berperan sebagai pengarah atau pelaku yang terlibat 
langsung dengan permasalahan penelitian.  
Metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan 
responden, yaitu mengenai pelayanan kepengurusan Surat Keterangan Ganti 
Rugi (SKGR) di Kantor Camat Mandau dan juga masyarakat yang berada 
disekitar Kantor Camat Mandau yang pernah mengurus Surat Keterangan 
Ganti Rugi (SKGR). 
 38 
Tabel 3.1  
Informan Penelitian 
 
 
No 
 
Nama 
 
Jabatan 
1 
 
Muhammad Rusydy MR, S.STP, M.Si 
 
Sekretaris Kecamatan 
2 Muhammad Faizal, S.Sos Kepala Sub Bagian Keuangan 
dan Perlengkapan 
3 Siti Harmilla, S.IP 
 
Kepala Seksi Tata Pemerintahan 
4 Ricki Santoso, S.IP 
 
Staf Seksi Tata Pemerintahan 
5 Zul Fachmi, S.Sos Staf Seksi Kesejahteraan Sosial 
dan Budaya  
 
6 Cici 
 
Masyarakat yang  mengurus 
SKGR 
Jumlah 6 Orang 
Sumber: Data Olahan, 2019 
 
3.3.3 Dokumentasi  
Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif 
atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri atau 
oleh orang lain tentang subyek. 
Menurut Sugiyono (2012:240), mengemukakan pendapat mengenai 
dokumen, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 
seseorang. 
Peneliti menggunakan metode dokumentasi ini untuk mengumpulkan 
bukti-bukti dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian 
yang diperlukan untuk dijadikan bahan dalam pembuatan penelitian. 
 
3.4 Teknik Analisis Data Kualitatif 
Menurut Sugiyono (2011:244), analisis data adalah proses mencari dan 
menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 
lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 
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kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke 
dalam pola, memilih mana yang penting, dan yang akan dipelajari, dan 
membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun 
orang lain. 
Dalam proses analisis data, penelitian ini menggunakan analisis data 
dilapangan berdasarkan model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 
2011:247), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 
dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 
tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Terdapat tiga langkah pokok yang 
dikemukakan Miles dan Huberman, antara lain: 
a. Data Reduction (Reduksi Data) 
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, 
memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan 
demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 
jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 
selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu 
dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan 
kode pada aspek-aspek tertentu. 
b. Data Display (Penyajian Data) 
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 
menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 
dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 
flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini, Miles dan huberman menyatakan 
bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 
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penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan 
penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang 
terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 
dipahami.  
c. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi) 
Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 
Huberman adalah Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi. Penarikan 
kesimpulan dan verifikasi temuan baru yang sebelumnya belum pernah 
ada. Temuan baru dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang 
sebelumnya masih remang-remang atau gelap. Sehingga, setelah diteliti 
menjadi jelas. 
Reduksi yang dimaksud pada penelitian ini adalah mengumpulkan 
data-data dari lapangan baik dari hasil wawancara, maupun observasi, dari 
hasil yang terkumpul kemudian di kelompokkan sesuai dengan fokusnya. Jika 
sudah terkelompok data tersebut dipilih sesuai dengan tema kita. Maka, akan 
terlihat jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data 
selanjutnya. Setelah dilakukannya reduksi data, langkah berikutnya adalah 
display data. 
Display data berarti mendeskripsikan kembali atau menulis ulang hasil 
data reduksi. Hasil tersebut dapat disajikan dalam bentuk bagan atau bentuk 
uraian singkat. Langkah yang terakhir, yaitu penarikan kesimpulan 
(Conclusion Drawing). Kesimpulan ini didapat dari data yang terkumpul dari 
hasil reduksi data dan display data. Hasil ini merupakan temuan baru dapat 
berupa deskripsi atau gambaran baru yang nantinya akan menjadi jelas setelah 
diteliti lebih lanjut. 
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Telah dikemukakan tiga hal yakni reduksi data, penyajian data dan 
menarik kesimpulan sebagai suatu cara menyajikan data yang terjalin satu 
dengan yang lain. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011: 
246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 
secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 
sehingga datanya sudah jenuh.  
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 
 
4.1 Sejarah Kecamatan Mandau 
Kecamatan Mandau pertama kali berada di Muara Kelantan yang 
sekarang ini berada diwilayah Kabupaten Siak yaitu Kecamatan Sungai 
Mandau. Pada tahun 1960, Ibukota Kecamatan Mandau pindah ke Kota Duri 
dengan kantor pertamanya di Pokok Jengkol (lingkungan Kantor Lurah 
Batang Serosa dan Kantor KUA sekarang). Pada tahun 1977, Kantor Camat 
Mandau pindah lokasi ke kantor yang sekarang di Jalan Sudirman No. 56 
Duri. Sejak berdirinya  Kantor Camat Mandau, telah 19 kali berganti 
kepemimpinan. Hal ini berarti sudah ada 19 orang Camat yang memimpin 
Kecamatan Mandau. Pada tahun 2000, bangunan lama Kantor Camat Mandau 
mengalami musibah kebakaran yang menyebabkan terbakarnya seluruh 
bangunan, data, dan arsip yang ada di dalamnya. Kemudian, Kantor Camat 
untuk sementara dipindahkan  ke kantor pembantu Bupati Bengkalis yang 
berada di Jalan Hang Tuah.  
Kantor Camat Mandau kembali dibangun pada tahun 2000 dan 
kembali aktif beroperasi pada tahun 2002 dengan bangunan yang megah 
berlantai dua dengan corak budaya Melayu. Dalam kompleks yang sama, 
disebelah kanan Kantor Camat juga terdapat bangunan rumah Dinas Camat, 
rumah Dinas Sekcam, Kantor PPK, Gedung Pertemuan Bathin Betuah, Kantor 
Satpol PP. Sementara itu, disebelah kiri terdapat Gedung Unit Pelayanan 
Terpadu yang digunakan oleh 9 UPT di Kecamatan Mandau, dan dibagian 
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belakang terdapat bangunan Gedung PKK, Musholla, tempat Wudhu, Toilet, 
gudang dan Kantin. 
Kantor Camat Mandau juga memiliki halaman yang luas yang 
ditanami dengan pohon-pohon rindang, sehingga menambah kemegahan 
kantor ini. Halaman Kantor Camat sering digunakan untuk melaksanakan 
kegiatan-kegiatan peringatan hari besar agama dan upacara hari besar 
Nasional serta  kegiatan-kegiatan lainnya. 
Kecamatan Mandau termasuk Kecamatan yang asli (tertua), terbentuk 
bersamaan dengan terbentuknya Kabupaten Bengkalis berdasarkan UU Nomor 
12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dan 
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah dengan luas wilayah 937, 47 
km yang terdiri dari 15 Desa/Kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 
229.989 Jiwa. Adapun potensi daerah, adalah: 
a. Pertambangan Minyak Bumi 
b. Perkebunan Karet dan Kelapa Sawit 
c. Peternakan Kambing, Sapi, dan Unggas 
d. Perikanan Darat 
e. Industri Makro dan Mikro 
f. Perdagangan 
g. Jasa 
h. Pariwisata (Sekolah Gajah)  
Pada tahun 2017 Kecamatan Mandau dimekarkan menjadi 2 (dua) 
Kecamatan, yaitu Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan. Pada 
awalnya Kelurahan/Desa di Kecamatan Mandau ada 24 Kelurahan/Desa dan 
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sekarang menjadi 11 Kelurahan/Desa. Kelurahan/Desa yang termasuk dalam 
Kecamatan Mandau, antara lain:  
1. Kelurahan Air Jamban 
2. Babussalam 
3. Balik Alam  
4. Batang Serosa  
5. Duri Barat 
6. Duri Timur  
7. Gajah Sakti  
8. Pematang Pudu  
9. Talang Mandi 
10. Desa Bathin Betuah 
11. Harapan Baru 
Kelurahan/Desa yang masuk dalam Kecamatan Bathin Solapan, yaitu: 
1. Desa Air Kulim  
2. Balai Makam 
3. Bathin Sobanga  
4. Boncah Mahang  
5. Buluh Manis 
6. Bumbung 
7. Kesumbo Ampai  
8. Pamesi 
9. Pematang Obo 
10. Petani 
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11. Sebangar 
12. Simpang Padang 
13. Tambusai Batang Dui 
 
4.2 Letak Geografis Kecamatan Mandau  
Kecamatan Mandau merupakan salah satu Kecamatan yang termasuk 
dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis. Kecamatan Mandau secara 
geografis memiliki batas-batas, sebagai berikut:  
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bathin Solapan  
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bathin Solapan 
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pinggir 
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bathin Solapan 
Kecamatan Mandau terbentang antara 0°56’12”LU- 1°28’17”LU dan 
100°56’10” BT- 101°43’26” BT dengan Ibukotanya di Air Jamban dengan 
luas wilayah seluas 155 kmª. Wilayah administrasi Desa/Kelurahan yang 
terbesar adalah Kelurahan Air Jamban dan Kelurahan Pematang Pudu yang 
mencapai luas 25 km atau sebesar 16% dari luas total Kecamatan Mandau. 
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Tabel 4.1 
Letak Geografis Desa/Kelurahan  
di Kecamatan Mandau 
  
 
No 
 
Desa/Kelurahan 
 
Pesisir/ 
Tepi 
Laut/ 
Pantai 
Lembah/ 
Daerah 
Aliran 
Sungai 
Lereng/ 
Punggung 
Bukit 
 
Dataran 
 
 
Berbukit 
1 Talang Mandi  - - - √ - 
2 Harapan Baru - - - √ - 
3 Gajah Sakti - - - √ - 
4 Batang Serosa - - - √ - 
5 Balik Alam - - - √ - 
6 Duri Barat - - - √ - 
7 Duri Timur - - - √ - 
8 Babussalam  - - - √ - 
9 Air Jamban - - - √ - 
10 Pematang Pudu - - - √ - 
11 Bathin Betuah - - - √ - 
Jumlah - - - 11 - 
Sumber: Kantor Camat Mandau, 2017 
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa keseluruhan 
Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Mandau hanya berupa dataran. 
Wilayah Kecamatan Mandau terletak pada ketinggian 6 m dari permukaan 
laut. Dengan ketinggian tersebut, maka pada umumnya banyak tanah yang 
relatif datar dimana tingkat kesuburan tanahnya sangat tinggi. Sehingga, 
perusahaan besar maupun masyarakat banyak yang melakukan kegiatan 
perkebunan khususnya kelapa sawit dan karet.  
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Tabel 4.2 
Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan  
di Kecamatan Mandau 
 
No Kelurahan/Desa Luas Wilayah (Km
2
) Persentase (%) 
1 Talang Mandi 20.00 11.11 
2 Harapan Baru 14.00 7.78 
3 Gajah Sakti 20.00 11.11 
4 Batang Serosa 6.00 3.33 
5 Balik Alam 6.00 3.33 
6 Duri Barat 14.00 7.78 
7 Duri Timur 6.00 3.33 
8 Babussalam 8.00 4.44 
9 Air Jamban 50.00 27.78 
10 Pematang Pudu 25.00 13.89 
11 Bathin Betuah 11.00 6.11 
Jumlah 180.00 100.00 
Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis, 2017 
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa di Kecamatan Mandau 
memiliki luas 180.00 Ha dengan 11 Desa/Kelurahan. Seperti yang terlihat 
pada tabel di atas Kecamatan Mandau terdiri dari 11 Desa/Kelurahan, 9 
Kelurahan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Lurah dan 2 Desa 
dipimpin oleh Kepala Desa. Seluruh Desa/Kelurahan tersebut berstatus hukum 
definitif. 
 
4.3 Demografis Kecamatan Mandau 
Penduduk di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis terdiri dari 
berbagai etnis Suku, Agama, Budaya, dan Sosial Kemasyarakatan. Penduduk 
merupakan salah satu faktor penting dalam suatu wilayah. Dalam proses 
pembangunan, penduduk merupakan modal dasar bagi pembangunan suatu 
bangsa. Oleh karena itu, tingkat perkembangan penduduk sangat penting 
untuk diketahui dalam menentukan langkah pembangunan.  
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Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di 
Kecamatan Mandau: 
Tabel 4.3 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin  
di Kecamatan Mandau Tahun 2012-2017 
 
 
No 
 
Tahun 
Jumlah Penduduk (Jiwa) 
Laki-Laki Perempuan Jumlah 
1 2012 118.205 110.412 228.617 
2 2013 120.120 112.271 232.391 
3 2014 121.974 114. 058 236.032 
4 2015 123.665 115.848 239.513 
5 2016 125.491 117.436 242.927 
6 2017 127.104 119.081 246.185 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis, 2017  
Tabel 4.4 
Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan  
Mandau Tahun 2012-2017 
 
No Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa) Pertumbuhan (%) 
1 2012 228.617 3.15 
2 2013 232.391 1.65 
3 2014 236.032 1.57 
4 2015 239.513 1.47 
5 2016 242.927 1.43 
6 2017 246.185 1.34 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis, 2017  
 
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa di Kecamatan Mandau, 
pertumbuhan penduduknya semakin meningkat. Meningkatnya pertumbuhan 
penduduk di Kecamatan Mandau dikarenakan banyaknya masyarakat 
pendatang dari berbagai wilayah, datang untuk menetap dan mencari 
pekerjaan di wilayah Kecamatan Mandau tersebut. Banyaknya masyarakat 
sebagai pendatang di wilayah Kecamatan Mandau juga dikarenakan 
Kecamatan Mandau mempunyai potensi ladang minyak bumi, kelapa sawit, 
dan karet. Sehingga, banyak berdiri perusahaan-perusahaan untuk mengolah 
dan mengelola hasil bumi dan perkebunan ini.  
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Tabel 4.5 
Jumlah Dusun, RW, dan RT Menurut Desa/ 
Kelurahan  di Kecamatan Mandau  
 
No Desa/Kelurahan Dusun RW RT 
1 Talang Mandi - 15 68 
2 Harapan Baru 3 6 26 
3 Gajah Sakti - 11 51 
4 Batang Serosa - 5 16 
5 Balik Alam - 10 35 
6 Duri Barat - 13 59 
7 Duri Timur - 6 29 
8 Babussalam - 8 53 
9 Air Jamban - 23 126 
10 Pematang Pudu - 17 90 
11 Bathin Betuah 2 4 18 
Jumlah 5 118 571 
Sumber: Kantor Camat Mandau, 2017 
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan, 
Kecamatan Mandau terdiri dari 571 Rukun Tetangga (RT), 118 Rukun Warga 
(RW), dan 5 Dusun. 
 
4.4 Agama dan Sarana Rumah Ibadah Penduduk di Kecamatan Mandau 
Memeluk agama merupakan Hak Asasi Manusia, kebebasan beragama 
di Negara Republik Indonesia di jamin dalam Batang Tubuh UUD 1945 pasal 
29 tentang toleransi antar umat beragama, kerukunan untuk beragama, tidak 
mencampuradukan kepercayaan.  
Tabel 4.6 
Agama Penduduk di Kecamatan Mandau 
 
No Agama Jumlah Penduduk (Jiwa) 
1 Islam 2.258.290 
2 Katholik 3.530 
3 Protestan Aliran Kepercayaan  43.828 
4 Budha 2.349 
5 Hindu 71 
6 Kong Hu Cu 17 
7 Kepada Tuhan Yang Maha Esa 84 
Sumber: Kantor Camat Mandau, 2019 
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas agama 
masyarakat di Kecamatan Mandau adalah Islam. Walaupun Islam sebagai 
agama mayoritas, tidak ada penekanan maupun pemaksaan dari agama yang 
mayoritas ke agama yang minoritas. Sehingga, jarang terjadi pertentangan 
antar umat dengan mengedepankan sifat saling menghargai, tenggang rasa, 
dan bekerjasama dalam kehidupan bermasyarakat.  
Untuk melakukan peribadatan, tentunya sangat perlu didukung oleh 
sarana dan prasarana. Banyaknya tempat ibadah yang ada di Kecamatan 
Mandau dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
Tabel 4.7 
Jumlah Sarana Ibadah Menurut Desa/Kelurahan  
di Kecamatan Mandau  
 
No Desa/Kelurahan Masjid Musholla Gereja Vihara/Klenteng 
1 Talang Mandi 24 8 16 - 
2 Harapan Baru 11 9 - - 
3 Gajah Sakti 6 8 4 1 
4 Batang Serosa 1 1 4 - 
5 Balik Alam 6 5 - - 
6 Duri Barat 12 4 2 - 
7 Duri Timur 2 9 - - 
8 Babussalam 12 10 - 1 
9 Air Jamban 30 34 25 - 
10 Pematang Pudu 25 17 17 - 
11 Bathin Betuah 6 6 - - 
Jumlah 135 111 68 2 
Sumber: Kantor Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Mandau, 2017 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa di Kecamatan Mandau 
terdapat 135 Masjid, 111 Musholla, 68 Gereja, dan 2 Klenteng. Tempat ibadah 
terbanyak di Kecamatan Mandau adalah Masjid dan yang kedua adalah 
Musholla, karena mayoritas penduduk beragama Islam. 
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4.5 Sarana Pendidikan di Kecamatan Mandau 
Pendidikan merupakan faktor penting untuk  mencerdaskan anak 
bangsa dan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain  
itu, tingkat pendidikan juga mencerminkan keberhasilan pembangunan suatu 
bangsa. Pendidikan sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan perkembangan 
ekonomi masyarakat. 
Untuk mengetahui jumlah sarana pendidikan umum dan pendidikan 
agama yang ada di Kecamatan  Mandau dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
Tabel 4.8 
Jumlah Sarana Pendidikan Umum dan Pendidikan  
Agama di Kecamatan Mandau  
 
No Desa/Kelurahan TK SD SMP/MTs SMA/MA SMK 
1 Talang Mandi 4 12 3 1 - 
2 Harapan Baru 2 3 2 2 - 
3 Gajah Sakti 3 6 1 1 - 
4 Batang Serosa 1 1 1 - - 
5 Balik Alam 1 2 1 1 - 
6 Duri Barat 9 8 2 1 - 
7 Duri Timur 2 3 1 - - 
8 Babussalam 8 7 2 - - 
9 Air Jamban 17 13 5 4 1 
10 Pematang Pudu 13 9 5 3 1 
11 Bathin Betuah 2 2 - - - 
Jumlah 62 66 23 13 2 
Sumber: Kantor Desa/Kelurahan di Kecamatan Mandau, 2017 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah TK sebanyak 62 
bangunan, bangunan SD lebih banyak daripada banguna lain yaitu sebanyak 
66 bangunan, SMP/MTs sebanyak 23 bangunan, SMA/MA sebanyak 13 
bangunan, dan yang terakhir adalah SMK sebanyak 2 bangunan.  
 
 52 
4.6 Mata Pencaharian Masyarakat di Kecamatan Mandau 
 
Tabel 4.9 
Mata Pencaharian Masyarakat Berdasarkan Desa/ 
Kelurahan di Kecamatan Mandau  
 
 
No 
 
Desa/Kelurahan 
Jenis Mata Pencaharian 
Pertanian Perkebunan Perikanan Industri Perdagangan 
1 Talang Mandi √ √ - √ √ 
2 Harapan Baru √ √ - √ √ 
3 Gajah Sakti √ - √ √ √ 
4 Batang Serosa - - - √ √ 
5 Balik Alam - - - √ √ 
6 Duri Barat - - - √ √ 
7 Duri Timur - - √ √ √ 
8 Babussalam - - - √ √ 
9 Air Jamban √ - - √ √ 
10 Pematang Pudu √ √ - √ √ 
11 Bathin Betuah - √ - √ √ 
Jumlah 5 4 2 11 11 
Sumber: UPTD Dinas Pertanian, UPTD Dinas Perikanan dan Kelautan, 
Kantor Desa/Kelurahan di Kecamatan Mandau, 2017 
 
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari berbagai 
Desa/Kelurahan di Kecamatan Mandau, masyarakatnya banyak yang bermata 
pencaharian Industri dan Perdagangan.  Mata Pencaharian Industri sebanyak 
11 Desa/Kelurahan dan perdagangan sebanyak 11 Desa/Kelurahan. 
Sedangkan, sisanya bermata pencaharian Pertanian sebanyak 5 Desa/ 
Kelurahan, Perkebunan sebanyak 4 Desa/Kelurahan, dan Perikanan sebanyak 
2 Desa/Kelurahan. 
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4.7 Pelayanan di Kantor Camat Mandau 
Tabel 4.10 
Jenis dan Bentuk-Bentuk Pelayanan di Kantor Camat Mandau 
 
No Jenis Pelayanan Bentuk Pelayanan 
 
1 
 
Surat Pengantar 
Perizinan 
- Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 
- Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) 
- Surat Izin Rekomendasi IMB diluar 
Wewenang 
 
 
 
2 
 
 
 
Surat Pengantar 
Keterangan 
 
- Surat Pernyataan Ganti Kerugian (SPGK) 
- Surat Keterangan Ahli Waris 
- Surat Keterangan Pindah 
- Surat Keterangan Tanggungan Keluarga 
- Surat Keterangan Tidak Mampu 
- Surat Keterangan Subsidi Listrik (900 Watt) 
- Surat Keterangan Dispensasi Nikah 
- Surat Keterangan Bukan Pegawai Negeri Sipil 
 
 
 
3 
 
 
 
Surat Rekomendasi 
- Surat Rekomendasi Izin Usaha Perdagangan / 
Surat Izin Tanda Daftar Perusahaan 
(SIUP/TDP) 
- Surat Rekomendasi Izin Pariwisata 
- Surat Rekomendasi Izin Reklame dan 
Reklame Insidentil 
- Surat Rekomendasi Izin Keramaian 
- Surat Rekomendasi Penelitian dan Riset 
- Surat Rekomendasi Organisasi Masyarakat 
- Surat Rekomendasi Sekolah / Penegerian 
Sekolah 
 
4 
 
Surat-Surat Lainnya 
- Proposal Bantuan Sosial 
- Legalisir 
Sumber: Kantor Camat Mandau, 2019 
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa di Kantor Camat 
Mandau ada bermacam jenis pelayanan dan beberapa bentuk-bentuk 
pelayanan yang bisa diurus oleh masyarakat disana, seperti surat pengantar 
perizinan, surat pengantar keterangan, dan surat rekomendasi serta jenis surat 
lainnya.  
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4.8 Struktur Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepegawaian di 
Kecamatan Mandau 
 
Gambar 4.1 
Struktur Organisasi Kantor Camat Mandau 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Kantor Camat Mandau, 2019 
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Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016, 
Kecamatan merupakan suatu perangkat daerah dibentuk dalam rangka 
meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, 
dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan. Kecamatan merupakan 
gabungan dari beberapa Desa dan Kelurahan, dimana Kecamatan dipimpin 
oleh seorang Camat yang dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibantu oleh 
perangkat-perangkat lainnya. 
a. Visi Kecamatan Mandau 
      “Mewujudkan Kantor Camat Mandau sebagai Pemerintahan yang 
Beribawa, Transparan dan Bertanggung Jawab” 
Visi Kantor Camat Mandau Kabupaten Bengkalis mengandung makna: 
1. Pemerintahan yang beribawa 
Kantor Camat Mandau dengan dukungan segenap staf, 
karyawan dan karyawati berupaya sedaya upaya akan mewujudkan 
pemerintahan yang beribawa dengan melaksanakan tugas dan 
fungsinya sebagai pelayanan masyarakat bagi segenap masyarakat 
pengguna jasa pelayanan pemerintahan, sesuai dengan peraturan dan 
perundang-undangan yang berlaku. 
2. Pemerintahan yang transparan 
Transparan berarti bahwa keputusan-keputusan yang diambil 
dan pelaksanaannya dilakukan dalam tata cara yang sesuai dengan 
peraturan-peraturan dan regulasi-regulasi. Hal tersebut juga berarti 
bahwa informasi tersedia secara bebas dan dapat diakses secara 
langsung dan mudah dipahami. 
 56 
3. Pemerintahan yang bertanggungjawab  
Berarti segala keputusan dan pelaksanaan yang diambil dalam 
melaksanakan pemerintahan dapat dipertanggung jawabkan sesuai 
dengan peraturan-peraturan dan regulasi. 
b. Misi Kecamatan Mandau 
1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang berdisiplin, 
berdedikasi, betrtanggung jawab dan berpendidikan serta berwawasan 
ke depan. 
2. Membangun pemerintahan yang baik, amanah dan beribawa (Good 
Government). 
3. Mengoptimalkan pengelolaan anggaran secara efektif, akuntabel, dan 
transparan.  
Adapun Struktur Organisasi Kantor Camat Mandau sebagaimana 
berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016, adalah: 
1. Camat Mandau 
2. Sekretaris Kecamatan 
a. Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian 
b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 
3. Seksi Tata Pemerintahan 
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa 
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 
6. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya 
7. Seksi Pelayanan Umum 
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Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 19 Tahun 2009 
tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta uraian Tugas pada Kecamatan Mandau 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, sebagai berikut:  
1. Camat 
Kantor Camat Mandau dipimpin oleh seorang Camat yang 
mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan 
pemerintahan di Kecamatan.  
Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Kantor Camat 
Mandau mempunyai uraian tugas: 
a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; 
b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, 
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan 
penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; 
c. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 
serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh 
perangkat daerah di Kecamatan;  
d. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan 
Kelurahan; 
e. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh kerja pemerintah Kabupaten 
yang ada di Kecamatan; 
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.  
2. Sekretaris Kecamatan 
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang 
disebut SEKCAM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. 
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Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam 
melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis 
administratif kepada seluruh perangkat/satuan organisasi Kecamatan. 
 Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai 
uraian tugas: 
1. Penyusunan rencana program kegiatan kecamatan dan pengendalian 
serta mengevaluasi pelaksanaannya; 
2. Penyusunan norma, standarisasi dan prosedur yang berkenaan dengan 
penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan; 
3. Pelaksanaan administrasi keuangan; 
4. Pelaksanaan administrasi umum meliputi, urusan rumah tangga, 
kepegawaian, hukum, organisasi dan tatalaksana, humas dan 
perlengkapan; 
5. Pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur Kecamatan, 
Kelurahan dan Desa; 
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat. 
Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari : 
a. Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian 
b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 
a. Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian 
Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan. Sub Bagian 
Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 
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pokok menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan 
petunjuk teknis serta layanan dibidang penyusunan program, umum 
dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sub Bagian 
Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian 
tugas:  
1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, Umum 
dan Kepegawaian berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan 
sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah 
ditetapkan; 
2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan 
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan 
lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan 
Program, Umum dan Kepegawaian; 
3. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan 
mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang 
berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, 
Umum dan Kepegawaian; 
4. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan 
dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan 
Kepegawaian serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka 
pemecahan masalah; 
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5. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk 
teknis dibidang Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian; 
6. Melakukan koordinasi dan singkronisasi kegiatan dengan bidang 
dan satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya; 
7. Mengkoordinir penyusunan dan pembuatan Rencana Kerja 
Tahunan/RKT Dinas, Arah Kebijakan Umum (AKU), Rencana 
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) dan 
Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), RENSTRA serta Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); 
8. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam 
rangka peningkatan pengelolaan urusan Penyusunan Program, 
Umum dan Kepegawaian; 
9. Mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai 
dengan kepentingan dan permasalahannya; 
10. Meneliti usulan permintaan formasi pegawai dilingkungan 
Kecamatan, dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi 
pegawai sesuai dengan kebutuhan Kecamatan; 
11. Melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan Kecamatan dan 
melakukan pendokumentasian kegiatan Kecamatan; 
12. Mengatur urusan rumah tangga dinas, menata keindahan dan 
kebersihan kantor, serta keamanan lingkungan kantor; 
13. Melakukan tugas dibidang hukum, organisasi dan tatalaksana serta 
hubungan masyarakat; 
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14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang 
langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang 
tugasnya; 
15. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan 
Program, Umum dan Kepegawaian sesuai dengan data yang ada 
berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan 
sebagai bahan masukan bagi atasan;  
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara 
tertulis masupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat. 
b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 
Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang 
Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Sekretaris Kecamatan. Sub Bagian Keuangan dan 
Perlengkapan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahah-bahan 
bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan 
dibidang keuangan dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sub Bagian Keuangan 
dan Perlengkapan mempunyai uraian tugas: 
1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 
berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang 
ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan 
peraturan, perundangan-undangan yang telah ditetapkan; 
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2) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan 
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan 
lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan 
Perlengkapan; 
3) Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan 
mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang 
berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan 
Perlengkapan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan 
rencana kegiatan; 
4) Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan 
dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan serta 
menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah; 
5) Mengusulkan kepada Sekretaris tentang penunjukkan bendahara 
pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran penyimpan barang, 
pengurus barang dan pembantu pengurus barang; 
6) Melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap 
kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran 
penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus 
barang; 
7) Melakukan dan mempersiapkan bahan dan data untuk penyusunan 
rencana kebutuhan barang; 
8) Melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta membuat 
Kartu Inventaris Barang (KIB) dan membuat Kartu Inventaris 
Ruangan (KIR); 
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9) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup 
administrasi gaji pegawai, insentif tenaga kerja sukarela, PNS, 
melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta melakukan 
pembukuan, membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) 
keuangan, evaluasi dan laporan kegiatan keuangan dinas; 
10) Mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan aset, 
tindak lanjut LHP, ganti rugi serta proses administrasi perjalanan 
dinas pegawai sesuai petunjuk atasan; 
11) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai 
bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut; 
12) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan 
dan Perlengkapan sebagai bahan pertanggungjawaban; 
13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara 
tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.  
3. Seksi Tata Pemerintahan 
Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Seksi Tata 
Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam 
menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk 
teknis serta layanan dibidang Pemerintahan Kecamatan, Pemerintahan 
Kelurahan dan Pemerintahan Desa serta dibidang pertanahan dan 
kependudukan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Tata Pemerintahan 
mempunyai uraian tugas: 
a. Merencanakan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan dengan sumber data 
yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan 
yang telah ditetapkan; 
b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 
kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan 
lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Tata Pemerintahan 
sebagai pedoman dan landasan kerja; 
c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistemasikan dan 
mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang 
berhubungan dengan tugas Tata Pemerintahan sebagai kerangka 
acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan; 
d. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan 
pengolahan data dan informasi yang berhubungan Seksi Tata 
Pemerintahan; 
e. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-
permasalahan yang berhubungan dengan Tata Pemerintahan serta 
menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 
f. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan bahan dan menyiapkan 
analisa dan saran dalam rangka penyelesaian perselisihan antar 
wilayah/desa; 
g. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan 
pedoman dan petunjuk teknis hubungan koordinasi dan kerjasama 
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antar pimpinan pemerintahan dan lembaga terkait lainnya dalam 
Kecamatan; 
h. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan dan 
petunjuk teknis pembinaan administrasi pemberian Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) dan rekomendasinya; 
i. Melaksanakan urusan pembinaan pemerintah umum, dan pembinaan 
pemerintahan Desa dan Kelurahan, diantaranya: 
1) Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi 
pemerintah Desa dan Kelurahan; 
2) Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi 
pelaksanaan administrasi Desa dan Kelurahan; 
3) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Lurah 
serta perangkatnya. 
j. Melaksanakan fasilitas penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan 
Badan Perwakilan Desa (BPD), fasilitas penataan Desa dan Kelurahan 
dan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa serta fasilitas dalam 
penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar Desa; 
k. Melaksanakan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, 
Pimpinan dan Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD); 
l. Melaksanakan pendataan, pembinaan administrasi kependudukan serta 
pemberian Rekomendasi dan surat keterangan dibidang kependudukan, 
seperti Surat Keterangan Domisili, Rekomendasi Pasport dan lainnya; 
m. Menyelenggarakan pembinaan keagrariaan dan pemberian surat 
keterangan yang berhubungan dengan pertanahan (SKGR, SKT, Hibah 
dan lainnya); 
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n. Melaksanakan penyelesaian sengketa tanah dan tapal batas di wilayah 
Kecamatan; 
o. Melaksanakan pembinaan politik dalam Negeri di wilayah Kecamatan; 
p. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (UPTD) 
dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan 
di wilayah Kecamatan; 
q. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat 
Kecamatan; 
r. Melakukan koordinasi dan singkronisasi perencanaan dengan satuan 
kerja perangkat daerah (UPTD) dan instansi vertikal dibidang 
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kecamatan; 
s. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan 
masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut; 
t. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan 
sesuai dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah 
dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan, dan  
u. Melaksanakan tugas-tugas lain oleh Camat baik secara tertulis maupun 
lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran 
pelaksanakan tugas Kecamatan.   
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang 
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. 
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok membantu 
Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman 
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dan petunjuk teknis serta layanan dibidang pembinaan bangunan yang 
meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku.  
Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pemberdayaan 
Masyarakat Desa mempunyai uraian tugas: 
a. Merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
dengan sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan 
perundang-undangan yang telah ditetapkan; 
b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 
kebijakan teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan 
tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pedoman dan 
landasan kerja; 
c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistemasikan dan 
mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang 
berhubungan dengan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan; 
d. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan 
pengolahan data, dan informasi yang berhubungan dengan 
pemberdayaan masyarakat; 
e. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-
permasalahan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat 
serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 
f. Mengkoordinir dan pendataan terhadap pemungutan Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) dan retribusi daerah di wilayah Kecamatan; 
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g. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan 
petunjuk teknis pembinaan administrasi pemberian perizinan dan 
rekomendasi dibidang perindustrian, perdagangan dan inventarisasi 
seperti SITU, SIUP, TDP, TDI dan izin Reklame; 
h. Memberikan rekomendasi dibidang pertambangan dan energi serta 
bidang perekonomian lainnya; 
i. Merumuskan dan melaksanakan pembuatan monografi dan profil 
Desa, Kelurahan dan Kecamatan; 
j. Melaksanakan usaha peningkatan partisipasi dan swadaya gotong-
royong masyarakat di wilayah kecamatan; 
k. Memberikan dorongan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam 
perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum 
musyawarah perencanaan pembangunan di Desa, Kelurahan dan 
Kecamatan; 
l. Melakukan pemantauan, pengawasan dan membuat surat 
pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana POD Desa dan 
melakukan evaluasi semua kegiatan pembangunan di wilayah 
Kecamatan; 
m. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit 
kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja 
kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan; 
n. Melakukan evaluasi terhdap berbagai kegiatan pemberdayaan 
masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja 
pemerintah maupun swasta; 
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o. Melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan pembangunan swadaya 
masyarakat dan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
p. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan 
masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut; 
q. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi pemberdayaan 
masyarakat dan desa sesuai dengan sumber data yang ada berdasarkan 
kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan 
masukan bagi atasan; 
r. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat baik secara 
tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas kecamatan. 
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang 
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. 
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok 
membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, 
pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang ketentraman dan 
ketertiban umum serta pembinaan Polisi Pamong Praja di Kecamatan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Ketentraman dan 
Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas: 
a. Merencanakan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan 
Desa dengan sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan 
peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan; 
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b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan 
lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi ketentraman dan 
ketertiban umum sebagai pedoman dan landasan kerja; 
c. Merumuskan dan melaksanakan, pengumpulan, penghimpunan dan 
pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan ketentraman 
dan ketertiban umum; 
d. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistemasikan dan 
mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang 
berhubungan dengan tugas ketentraman dan ketertiban umum sebagai 
kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan; 
e. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-
permasalahan yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban 
umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 
f. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan 
petunjuk teknis pembinaan administrasi pemberian perizinan gangguan 
(HO) dan rekomendasinya; 
g. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah 
Kecamatan dan pemberian rekomendasi Kecamatan; 
h. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan 
petunjuk teknis pemberian surat izin berkantor; 
i. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan Polisi 
Pamong Praja Kecamatan; 
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j. Melaksanakan pembinaan Ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa di 
wilayah Kecamatan; 
k. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia 
atau Tentara Republik Indonesia mengenai program dan kegiatan 
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan; 
l. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-
undangan dan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dibidang 
penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan; 
m. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah 
Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum 
masyarakat; 
n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan 
masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut; 
o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat baik secara 
tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan. 
6. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya 
Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya dipimpin oleh seorang 
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. 
Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya mempunyai tugas pokok 
membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, 
pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang kesejahteraan sosial 
dan budaya yang meliputi pelayanan umum, bantuan sosial, pembinaan 
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kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga di wilayah 
Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Kesejahteraan Sosial 
dan Budaya mempunyai uraian tugas: 
a. Merencanakan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya 
dengan sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan 
perundang-undangan yang telah ditetapkan; 
b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan 
lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Kesejahteraan Sosial 
dan Budaya sebagai pedoman dan landasan kerja; 
c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistemasikan dan 
mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang 
berhubungan dengan tugas Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya 
sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan; 
d. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan 
pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan Seksi 
Kesejahteraan Sosial dan Budaya; 
e. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-
permasalahan yang berhubungan dengan Seksi Kesejahteraan Sosial 
dan Budaya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 
f. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan MTQ, HUT RI, HUT LAM, 
dan peringatan HUT lainnya tingkat kecamatan; 
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g. Merumuskan dan melaksanakan pemberian BLT (Bantuan Langsung 
Tunai) dan JAMKESMAS kepada masyarakat; 
h. Melakukan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama 
dan lembaga adat serta suku terasing; 
i. Melakukan fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); 
j. Melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan 
pengungsi dan masalah sosial; 
k. Merumuskan dan menginventarisir dalam pelaksanaan pemberian 
RASKIN di wilayah kecamatan; 
l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan 
masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut; 
m. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dan 
Budaya sesuai dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan 
yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi 
atasan; 
n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat baik secara 
tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan. 
7. Seksi Pelayanan Umum 
Seksi Pelayanan Umum di pimpin oleh seorang  Kepala Seksi yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Seksi Pelayanan 
Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan 
bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta 
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layanan dibidang pembinaan pelayanan umum, pengkoordinasian 
pemeliharaan, prasarana dan sarana pelayanan umum, PATEN di Kantor 
Camat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Seksi Pelayanan Umum 
mempunyai uraian tugas: 
a. Merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Umum dengan sumber data 
yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan 
yang telah ditetapkan; 
b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan 
lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Pelayanan Umum 
sebagai pedoman dan landasan kerja; 
c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistemasikan dan 
mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang 
berhubungan dengan tugas Seksi Pelayanan Umum sebagai kerangka 
acuan/pedoman penyusunan rencana kerja; 
d. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan 
pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan Seksi 
Pelayanan Umum; 
e. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan-
permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan umum serta 
menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; 
f. Melakukan pembinaan, mengkoordinir, mengevaluasi, mengawasi 
pelaksanaan PATEN di Kantor Camat; 
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g. Melakukan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan 
umum; 
h. Melakukan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap 
pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah 
Kecamatan; 
i. Melakukan pendataan, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi 
terhadap pelaksanaan kegiatan social, bantuan social dan budaya 
kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; 
j. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah 
Kecamatan atau dengan instansi vertikal serta dengan swasta dalam 
pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah Kecamatan; 
k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai sebagai 
bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut; 
l. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Umum sesuai 
dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah 
dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan 
m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat baik secara 
tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan. 
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BAB VI 
PENUTUP 
 
6.1 Kesimpulan 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang 
mempengaruhi efisiensi pelayanan pengurusan Surat Keterangan Ganti Rugi 
(SKGR) di Kantor Camat Mandau Kabupaten Bengkalis adalah 
profesionalisme dan kedisiplinan pegawai. Hal ini diketahui dari kualifikasi 
pendidikan masih kurang diutamakan, sehingga pegawai ditempatkan tidak 
sesuai dengan keahlian dan tamatan pendidikannya. Selain itu, pegawai yang 
bekerja belum memiliki pengalaman dan pegawai juga tidak diberikan 
pelatihan khusus mengenai pelayanan pengurusan SKGR.  
Adapun hambatan dalam pelayanan pengurusan Surat Keterangan 
Ganti Rugi (SKGR) di Kantor Camat Mandau Kabupaten Bengkalis adalah 
pelaksana pelayanan tidak disiplin dalam bekerja, kurangnya transparansi dan 
sosialisasi terkait pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, serta tidak 
lengkapnya berkas administrasi masyarakat sebagai pemohon.  
6.2 Saran 
Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan agar menjadi masukan 
terkait Pelayanan Pengurusan SKGR di Kantor Camat Mandau Kabupaten 
Bengkalis, adalah: 
1. Dalam penerimaan pegawai baru, sebaiknya berdasarkan kualifikasi 
pendidikan pegawai agar pegawai bisa bekerja sesuai dengan keahliannya. 
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2. Pegawai sebaiknya diberikan pelatihan khusus mengenai SKGR, supaya 
pegawai mempunyai pengetahuan dan terampil dalam bekerja. Apabila ada 
masyarakat yang mengeluh terkait masalah SKGR, pegawai bisa 
menyelesaikan ataupun memperbaikinya. 
3. Pegawai yang bekerja sebaiknya orang-orang yang berpengalaman saja, 
karena untuk pengurusan surat tanah, sudah banyak sekali terjadi masalah. 
Tentunya yang dapat menyelesaikannya adalah orang-orang yang ahli, dan 
berpengalaman. 
4. Kedisiplinan dalam bekerja adalah suatu hal yang sangat penting untuk 
berjalannya kegiatan pelayanan SKGR yang efisien, maka hendaknya 
pegawai pelayanan SKGR di Kantor Camat Mandau taat terhadap aturan 
yang sudah ditetapkan. Baik itu prosedur pelayanan SKGR, SOP, dan 
Kedisplinan  kerja. 
5. Pegawai seharusnya bekerja secara profesional terhadap masyarakat 
maupun antar sesama pegawai. Meskipun dilingkungan kerja dengan 
suasana kekeluargaan, tetapi pegawai yang baik tetap mengutamakan 
tanggungjawab.  
6. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaiknya pegawai 
mengadakan sosialisasi untuk masyarakat terkait pengurusan SKGR, 
transparan mengenai biaya, dan jujur dalam melayani. 
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1.1 Apakah kualifikasi pendidikan harus sesuai dengan bidang pekerjaan di 
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1.2 Apakah pelaksana kegiatan pelayanan SKGR di Kantor Camat Mandau ini 
diberi pelatihan teknis untuk menguasai secara keseluruhan tentang 
pelayanan SKGR ? 
1.3 Apakah pelaksana kegiatan pelayanan SKGR di Kantor Camat Mandau 
mempunyai pengalaman kerja ? 
1.4 Apakah peralatan kerja untuk pelayanan SKGR di Kantor Camat sudah 
mendukung berjalannya pelayanan SKGR yang  berkualitas  ? 
2. DISIPLIN 
2.1 Bagaimana penetapan waktu jam kerja ? 
2.2 Bagaimana jadwal pekerjaan pegawai di Kantor Camat Mandau ? 
2.3 Apakah pegawai taat terhadap aturan ? 
2.4 Apakah pegawai melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur dan SOP ? 
3. MOTIVASI KERJA 
3.1 Bagaimana kesejahteraan pegawai di Kantor Camat Mandau, khususnya 
dipelayanan SKGR ? 
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pelayanan SKGR dengan baik ? 
3.4 Apakah ruangan kerja pelayanan SKGR sudah mendukung berjalannya 
pelayanan SKGR yang berkualitas ? 
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